TATA CARA PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

KABUPATEN WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI,

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 Peraturan
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentanhg

Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembinaan, Pengendalian
Dan Pengawasan Barang Milik Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Wonogiri;

o 1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negdra
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repu
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemb
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebij
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Anc
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);




3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar:
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaim
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerj
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomar
145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones
Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
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Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaa
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembara
Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor [,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor
165).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA CARA PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut agas
ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indongsia
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Wonogiri.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri.
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(1)

(2)

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Perangkat Daerah pada Pemerintah  Daerah selaku  Penggui

Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melakukan Pengelolaan Keuang
Daerah.
Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberar
program.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APE
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
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Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab

melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi
pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan Daerah.
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang

Milik Daerah.

Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk
oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang

berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan

fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam
mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan

tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau
optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status

kepemilikan.

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan

Barang Milik Daerah.

oleh pihak yang independen, laporan keuangan yang disusun
manajemen dan catatan akuntansi dan bukti pendukung, dalam ran
memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan.

Audit adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk secara kritis dan sistem{tis

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
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Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menertibkan

pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkup pemerintahan Daerah.

Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan penjelasan
terkait dengan pentingnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam

pengelolaan Barang Milik Daerah.
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BAB 111
TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu

Pembinaan
Pasal 3

(1) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah d
menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
(2) Dalam melakukan pembinaan, Bupati dibantu oleh Pengelola Barang d
Pejabat Penatausahaan Barang.
(3) Pengguna Barang melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daer
dalam penguasaanya.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 4
Pegawasan dan pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan
oleh:
a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pasal 5

(1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhad

Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan,
pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di dalam

penguasaannya.

(2) Dalam hal terdapat kuasa pengguna barang pada perangkat daerah,
pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibantu oleh Kuasa Pengguna Barang.

(3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat
pengawasan intern Pemerintah Daerah untuk melakukan audit tindak larjut
hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2).

(4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan
Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daergh,
dalam rangka penertiban Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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(2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapllt
ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan
intern Pemerintah Daerah untuk melakukan audit atas pelaksanaan

Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peratur
perundang-undangan.

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepa%:

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratur
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
padatanggal 3 guni 2021

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 3 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
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